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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Muhammad Arsyad
marsyad@yahoo.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Pelayanan publik aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai
kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan
masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat
yang disampaikan melalui media massa, schingga dapat menimbulkan citra yang
kurang baik terhadap aparatur pemerintahan. Mengingat fungsi utama pemerintah
adalah melayani masyarakat. Untuk itu pemerintah memang harus membenahi diri
dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dibidang perizinan. Adanya
implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia yang
tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa pemerintah
mempunyai tanggung jawab, kewenangan, dan menetukan standar pelayanan
minimal, hal ini mengakibatkan setiap daerah di Indonesia harus melakukan
pelayanan publik sebaik-baiknya dengan standar minimal. Masyarakat setiap
waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun
tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris
pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat,
mahal, dan melelahkan. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya
masyarakat yang melakukan pengurus Izin Mendirikan Bangunan melalui
perwakilan yang telah ditunjuk oleh masyarakat. Untuk itu penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun
2012 Tentang Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen”.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis implemntasi
kebijakan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen.Untuk mengetahui
kendala dan Faktor-Faktor yang dihadapi dalam pemberian izi mendirikan
Bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode deskriptif
kualitatif. Menurut Maleong penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
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atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Yang diarahkan
untuk menjelaskan hal-hal atau masalah vang terjadi dan digambarkan sesuai
dengan folkus masalah.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa benang merah
dari penelitian ini, Implemntasi kebijakan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan di
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan
Yapen belum dapat terlaksana secara obtimal, dikarenakan adanya faktor-
faktor yang disinyalir mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor
komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Masyarakat
Kabupaten Kepulauan Yapen pada kenyataannya masi banyak yang belum
memiliki IMB untek bangunan mereka, khususnya perumahan. Pelayanan
permohonan izin mendirikan bangunan selama ini dirasakan masth sangat kurang,
proses penerbitan IMB yang dirasakan pemohon cukup lama dan tidak sesuai
dengan Standart Operating Prosedur. Kurangnya kesadaran hukum untuk mentaati
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Yapen yang berlaku mengenai IMB ini
masith sangat terlihat, tidak hanya masyarakat namun Dinas atau lembaga
terkaitpun belum memaksimalkan pengadaan penerbitan untuk kepemilikan IMB
itu sendiri. Perda Nomor 15 tahun 2012 Tentang IMB saat ini masih belum
terealisasi secara maksimal, selain karena masih banyak bangunan khusunya
perumahan yang belum, memiliki IMB juga mengenai sanksi-sanksi yang
dijelaskan pada Perda tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan seperti sangksi
administrasi.

Kata Kunei : Kebijakan, Perda Nomor 15 Tahun 2012, Pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan
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ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION PERDA NUMBER 15 OF 2012
CONCERNING SERVICES IN THE CONSTRUCTION PERMITS
INTEGRATED LICENSING SERVICES OFFICE AND INVESTMENT
YAPEN ISLAND REGENCY.

Muhammad Arsyad
marsyad@yahoo.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Public services by government officials today are still found many
weaknesses that can not meet the quality expected by society. It is characterized
by the presence of public complaints submitted through the mass media, which
can result in unfavorable image of the government apparatus. Given the primary
function of government is to serve the community. Therefore, the government
must transform itself in providing public services to the people especially in the
field of licensing. Their implementation of the policy of decentralization and
regional autonomy in Indonesia as stipulated in the Law on Local Government
said that the government has the responsibility, authority, and determine the
minimum service standards, this has resulted in every region in Indonesia must do
public service as well as possible with the minimum standards. Community every
time always demand quality public services from bureaucrats, even though such
demands are often not in line with expectations as empirical public services that
occurred during this still characterized by convoluted, slow, expensive, and
exhausting. This is proved by the many people who do board building permit
through a representative who has been appointed by the people. To the writer
interested in conducting research on "Implementation Regulation No. 15 Year
2012 on services in the Building Permit Licensing Services Office of Integrated
And Investment Yapen Islands Regency”.

The research objective is to determine and analyze implemntast service
policy Building Permit on Integrated Licensing Services Office Investment and
Islands District Yapen.Untuk know the constraints and factors faced in
establishing IZI Building Award. The method used in the study descriptive
qualitative method. According Maleong qualitative descriptive study as a research
procedure that produces descriptive data in the form of words written or spoken of
people and behaviors that can be observed. Directed to explain things or problems
encountered and described in accordance with folkus problem.
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Based on the results of the discussion, it can be some common thread of
this research, implemntasi service policy Building Permit on Integrated Licensing
Services Office Investment and Yapen Islands District can not be implemented in
obtimal, due to factors allegedly affecting the implementation process including
communication factor, resources, disposition and bureaucratic structure. Society
Islands District Yapen in fact masi many who do not have a permit for their
buildings, particularly housing. Care for a construction permit has been felt is
lacking, the applicant IMB felt quite old and not in accordance with Standard
Operating Procedures. Lack of awareness of the law to comply Yapen Islands
District Regulation, shall apply to the IMB is still very visible, not only the people
but the Department or agency terkaitpun not maximize procurement IMB issuance
of ownership itself. Regulation No. 15 of 2012 About IMB is still not realized its
full potential, but because there are many buildings that have not been especially
housing, has IMB also on sanctions described in the regulation have not been fully
implemented as sangksi administration.

Keywords: Policy, Regulation No. 15’ 2012, Service Building Permit
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Lokasi Penelitian
1.1. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Yapen
1.1.1 Letak Geografis

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan satu diantara beberapa
kabupaten/kota di Provinvi Papua yang berada di wilayah Kawasan Teluk
Cenderawasih. Secara geografis Kabupaten Kepulauan Yapen terletakantara
2°2,4°8,424” -1°23,4°19,548” Lintang Selatan, dan antara 134°56°21,708”
137°4,2°20,592” Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 7.146,16 Km®. Luasan
wilayah ini mencakup luas wilayah daratan dan petairan. Luas wilayah daratan
adalah 2.432,485 km” (34,04%) sedangkan luas wilayah perairan 4.713,672 km?
(65,96%). Jika diprosentasekan, luas wilayah kabupaten ini adalah 2,25% dari
luas wilayah Provinsi Papua yakni 317,062 km?.

Kabupaten Kepulauan Yapen adalah salah satu kabupaten di provinsi
Papua, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Serui. Kabupaten ini dahulu
bernama Kabupaten Yapen Waropen, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinst rian Barat.
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Otonom Waropen sebagai pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002, sehingga agar tidak terjadi
duplikasi nama perlu ditinjau adanya perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen
menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen, selain itu secara geografis daerah ini
merupakan wilayah yang terdiri dari gugusan pulau.

Akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008, nama
Kabupaten Yapen Waropen diubah namanya menjadi Kabupaten Kepulauan
Yapen.

Secara administratif Kabupaten Kepulauan Yapen mempunyai batas-batas
wilayahadalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan : Kabupaten Biak Numfor di Selat Sorenarwai,
Sebelah Selatan berbatasan : Kabupaten Waropen di Selat Saireri;

Sebelah Barat berbatasan : Kabupaten Manokwari di Selat Gelvink Bay;
Sebelah Timur berbatasan : Kabupaten Sarmi dan Jayapura di Sungai
Mamberamo.

Selain itu Kabupaten Kepulavan Yapen terbagi menjadi 16 wilayah
Distrik, 5 Kelurahan dan 160 Kampung.Untuk mengetahui luasan wilayah distrik

dapat dilihat dalam tabel 2.1.1 dibawah ini :

Tabel 4.2
Luas Wilayah Distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen

Luas (sz) Persentase
No Distrik
Daratan ] Perairan l Jumlah | Daratan | Perairan | Total
Distrik Angkaisera dan
1 159,06 18,33 177,39 89,67 10,33 2,48
Yawakukat l
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2 | Distrik Kepulauan Ambai 27,39 273,98 301,37 9,09 90,91 4,22
3 | Distrik Yapen Barat 243,16 550,20 | 793,36 30,65 69,351 11,10
4 | Distrik Kosiwo 362,79 243,86 | 606,66 59,80 40,20 8,49
5 ) Distrik Poom 123,16 607,23 1 73039 16,86 83,141 10,22
6 | Distrik Raimbawi 179,93 599,56 | 779,49 10,20 27,10 5,28
7 | Distrik Teluk Ampimoi 266,04 185,59 | 451,63 58,91 41,09 6,32
8 | Distrik Windesi 222,04 257,65 | 479,69 46,29 53,71 6,71
9 | Distrik Wonawa 123,72 | 836,96 960,68 9,07 32,82 9,53
Distrik Yapen Selatan dan
10 58,28 82,13 140,42 41,51 58,49 1,96
Anotaurei
11 | Distrik Yapen Timur 168,96 22422 | 393,17 42,97 57,03 5,50
12 | Distrik Yapen Utara 386,41 389,17 ) 775,58 49,82 50,18 | 10,85
13 | Distrik Yerui* 90,06 360,24 | 574,03 6,08 52,03 { 10,21
14 | Distrik Miobo* 21,49 285,96 1 - 307,45 12,55 50,15 7,11
Kepulauan Yapen 2.432,49 | 4.713,67 | 7.146,16 100,00
L. | i
Sumber Data:

- Peta Administrasi Kabupaten Kep. Yapen (Tim Pembuatan Peta Blueprint Kab. Kep. Yapen, Provinsi Papua, 2008)
- Citra Quickbird, Agustus 2006
- Citra Landsat TM7, 2007

- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Skala 1:250.000, Lembar 3114 dan 3214

- *) Data Sementara

Sebagian besar Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen berbukit dan

bergunung-gunung dan sebagian kecil wilayah dengan kondisi datar dan landai

terutama pada bagian Timur dan bagian Barat pulau Yapen. Tingkat kemiringan

lahan sangat bervariasi mulai dari yang datar, bergelombang hingga pada

berbukit. Tingkat kemiringan lahan antara 0-40% yang disebut sebagai daerah

pantai, sedangkan kemiringan lahan antara 40 — 60% adalah kemiringan lahan

yang disebut sebagai daerah bergelombang hingga berbukit, lahan ini lebih

dominan sekitar pulau Yapen. Ketinggian wilayah pantai berada pada kisaran 0
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10 m diatas permukaan laut, sedangkan bagian tengah berada pada ketinggian
200 — 1.500 m diatas permukaan laut.

Berdasarkan pembagian wilayah administrasi, dari jumlah 165 (seratus
enam puluh lima) kampung di wilayah kabupaten ini, lebih danni 85% (95
kampung) berada pada jarak 1 km dari garis pantai, sekitar 13% (14 kampung)
berada dari garis pantai antara kisaran 1-5 km dan yang berjarak lebih dari 10 km
dari garis pantai, yaitu 2 (dua) kampung yakni Kampung Mambo dan Kampung

Ambaidiru Distrik Kosiwo.

b. Pemerintahan
Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen belum
terlaksana secara optimal seperti apa yang diamanatkan oleh Permen-PAN

Nomor 18 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, hal ini

nampak pada penataan kelembagaan secara umum belum tertata dengan baik,

namun dari sisi pengelolaan administrasi keuangan daerah telah menunjukkan
kemajuan yang signifikan, hal ini tergambar dari audit keuangan oleh BPK,

Kabupaten Kepulauan Yapen memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian

(WDP).

e Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan wilayah (pemerintahan
kabupaten) dilaksanakan melalui penyediaan kawasan pusat perkantoran yang
diarahkan di Kota Serui yang berada di Distrik Yapen Selatan.

e Kegiatan pemerintahan dengan skala pelayanan lokal (distrik), direncanakan
peningkatan sarana penunjang bagi kegiatan pemerintahan skala pelayanan
lokal yang dicanangkan pada seluruh distrik yang ada di Kabupaten Kepulanan

Yapen.
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c. Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen
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Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan proyeksi

penduduk Tahun 2013 adalah 88.187 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki

45.391 jiwadan penduduk perempuan 42,796 jiwa dengan rasio jenis kelamin

106,06. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk tahun 2010 maka telah

terjadi kenaikan jumlah penduduk yang cukup signifikan dalam kurun waktu tiga

tahun terakhir sebanyak 5.216 jiwa.

Tabel 4.3
Penduduk Kabupaten Kepulauan Yapenmenurut Jenis Kelamin

1 Yapen T | 2453 | 2308 | 4941 | 255 | 2387 | 4920 | 2515 | 2360 4.88;
2 Yapen Utara | 1.211 | 1.137 | 2.348 | 1.289 | 1.179 | 2468 | 1.288 | 1.175 | 2.463
3 T.AMpImoI 1741 | 1721 | 3462 | 1.828 | 1.821 | 3.649 | 1.822 | 1.809 | 3.631
4 Raimbawi 575 | 561 | 1.136 | 630 | 567 | 1.197 | 626 552 | 1.178
5 Pulau Kurudu 659 | 660 | 1.359 | 732 | 695 | 1.427 | 729 703 | 1.432
6 Angkaisera 4248 | 4076 | 8324 | 4385 | 4.211 | 8.596 | 4.366 | 4.189 | 8.555
7 Kep. Ambai 1.883 | 1.799 | 3.682 | 2.019 | 1.889 | 3.908 | 2.011 | 1.883 | 3.894
8 Yapen Selatan 21.886 | 19.975 | 41.861 | 21.118 | 19.481 | 40.599 | 21.008 | 19.368 | 40.376
) Kosiwo 1943 | 1.917 | 3.860 | 2.061 | 1.982 | 4.043 | 2.05/ | 1.973 | 4.030
10 Yapen Barat | 3.975 | 3.950 | 7.925 | 4.209 | 4.169 | 8.378 | 4.199 | 4.151 | 8.350
11 Wonawa 1459 | 1.379 | 2.838 | 1.546 | 1.467 | 3.013 | 1.542 | 1.469 | 3.011
12 Yerui 181 158 | 339 186 | 174 | 360 183 170 | 353
13 Poom 1.597 | 1.568 | 3.165 | 1.675 | 1.668 | 3.343 | 1.669 | 1.658 | 3.327
14 Windesi 1277 | 1.257 | 2.534 | 1.378 | 1.332 | 2.710 | 1.376 | 1.327 | 2.703
JUMLAH 45.108 | 42.466 | 87.574 | 45.589 | 43.022 | 88.611 | 45.391 | 42.796 | 88.187

Sumber : Kepulauan Yapen Dalam Angka, Tahun 2014
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Persebaran penduduk di Kabupaten Kepulanan Yapen berhubungan
dengan pola pemukiman penduduk dan sosial budaya masing-masing masyarakat
adat.Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk di Kabupaten
Kepulavan Yapen antara lain : Iklim, letak bentuk daratan/tanah, kesuburan tanah,
sumber alam dan sosial budaya (hak ulayat dsb). Tingkat kepadatan penduduk
berbanding luas daratan Kabupaten Kepulauan Yapen 2.432,5 Km? adalah 36,25
Jiwa/Kn’.

d. Pendidikan

Dalam 5 tahun terakhir semua jenjang pendidikan mengalami peningkatan
demikian pula untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs) terjadi
peningkatan kinerja, sementara jenjang pendidikan SM/MA dan jenjang
pendidikan tinggi (S1 ke atas) sedikit mengalami kenaikan. Rata-rata tahun lama
sekolah untuk semua penduduk berijazah semua jenjang pendidikan berada pada
jenjang pendidikan menengah pertama. Masih rendahketersedian sekolah
dibanding dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada diperkirakan selain
karena jumlah penduduk wusia sekolah yang terus meningkat sedang
sarana/prasarana tidak bertambah bahkan mengalami kerusakan sehingga tidak
fungsional. Selain itu penyebaran sekolah menengah tidak merata pada semua
distrik mengakibatkan akses ke sekolah menengah cukup jauh dan memakan

biaya bagi seorang siswa yang hendak pergi ke sekolah.

e. Kesehatan
Setiap kampung telah memiliki 1 buah posyandu dan ada kampung yang
belum tersedia sehingga kegiatan posyandu akan dilaksanakan dengan kampung-

kampug induk sebelum pemekaran. Lyanan Puskemas adalah 1:6.905 atau 1
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Puskesmas melayani sampai 6.905 penduduk, ada 13 Puskesmas ; 4 Puskesmas
Perawatan dan 9 Puskesmas Rawat Jalan.Puskesmas Rawat Inap 4 buah,
sedangkan untuk menjangkau distrik-distrik yang belum ada puskesmas juga
tersedia Puskesmas Keliling 23 unit.Ketersediaan Rumah Sakit yang tersedia saat
ini adalah rumah sakit baru Type C.Dalam lima tahun terakhir ini pertumbuhan
tenaga dokter di Serui mengalami penurunan. Ketersediaan tenaga perawat
sampal tahun 2014 tenaga perawat relatif terpenuhi, sedangkan untuk bidan
kondisi belum terpenuhi seluruhnya. Demikian juga dengan tenaga medis yang

lain kondisi rasio keterpenuhan/memadahi rata-rata masih dibawah 50%.

f. Agama

Penduduk yang bermukim di Kepulauan Yapen terdiri dari penduduk asli
Papua dan penduduk pendatang.Penduduk asli Papua di Kepulauan Yapen
meliputi suku Onate, yang merupakan suku terbesar yang mendiami kepulauan
Yapen, dan beberapa suku Papua lainnya yang berasal dari wilayah sekitarnya.
Yang merupakan penduduk pendatang adalah penduduk dari suku lain di
Indonesia di lvar Papua. Antara lain suku pendatang tersebut adalah, Bugis,
Makassar, Buton, Toraja, Manado, Jawa, Sunda, Minang, Batak, Ambon dan Kei.
Bahkan jauh sebelum kehadiran suku-suku pendatang tersebut, pedagang dari
Tiongkok telah lebih dulu tiba di Kepulanan Yapen dan telah menjadi bagian dari
sejarah kehidupan penduduknya. Penduduk keturunan hasil perkawinan dari
orang Tiongkok dan penduduk asli tersebut sampai sekarang dapat dikenali
dengan mudah, mereka dikenal dengan sebutan “Perancis”, dengan cini khas
fisiknya berupa kulit yang cenderung lebih terang, walaupun berambut keriting.

Agama mayoritas yang dianut penduduk Kota Serui adalah Kristen Protestan,
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sesvai dengan agama yang dibawa oleh para misionaris Protestan dari Eropa,
termasuk dari Negara Belanda yang pernah menjajah wilayah Papua bagian

Utara.

g. Mata Pencaharian

Baik penduduk asli Papua dan pendatang (non-Papua), pola pemukiman-
nya mengikuti struktur ckonomi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
Adapun struktur ekonomi di Kabupaten Kepulawan Yapen adalah pedagang,
perkebunan, pertanian tanaman pangan, dan nelayan tangkap. Untuk mata
pencaharian yang bertumpu pada perdagangan, dan pertanian tanaman pangan,
pemukiman warga umumnya berada di daratan.

Masyarakat yang mata pencaharian pokoknya sebagai nelayan tangkap,
pemukimannya berada di pesisir laut. Selanjutnya perekat sosial (social cohesion)
masyarakat adalah ikatan kekerabatan atau marga. Kohesi sosial dalam bentuk
ikatan kekerabatan atau marga dapat dilihat dari aktivitas warga berdasarkan
etnik masing-masing. lkatan sosial inilah yang kemudian membentuk jaringan

sosial dalam konteksnya.
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Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Penduduk di Distrik Yapen Selatan

 lumih
| -3.54 —
1.8
36.49
4 Pengrajin 0.47
5 Peternak 0.54
6 Pegawai Negeri Sipil 17.91
7 Swasta 7.07
8 Pensiunan 4.3
9 Lain-lain 27.89
Total 100.01

Sumber: RTRW Kab. Kepulauan Yapen, 2011
Untuk aspek ekonomi, secara umum jenis pekerjaan yang tersedia, meliputi:
petani, nelayan, pedagang, pengrajin, peternak, PNS, swasta, pensiunan, dan lain-
lain. Dart jenis pekerjaan tersebut, mata pencaharian sebagai pedagang merupakan
lapangan usaha mayoritas yang diusahakan oleh warga yaitu 36,49%, disusul lain-
lain (seperti: ojek, kuli pelabuhan, buruh bangunan) sebanyak 6.442 orang

(27,89%) dan PNS sebanyak 17,91%.
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2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dan Penanaman
Modal Kabupaten Kepulauan Yapen

2.1 Dasar Hukum

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Kepulauan Yapen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,
Sesuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di daerah
dengan tugas pokok dan fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam peraturan
daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No. 4 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas
Pokokmembantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi dibidang
Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta tugas lain yang
diberikan oleh Bupati.

Fungsinya adatah :

1. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi perijinan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

3. Pemberian pelayanan terhadap semua bentuk perijinan berdasarkan
kewenangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Membuat standar waktu pelayanan perijinan agar tidak melebihi standar

waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Mengadakan penelusuran terhadap berkas permohonan mulai dari proses
sampai terbitnya ijin sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah
ditetapkan.

Menguraikan berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua
atau lebih permohonan perijinan.

Mengkoordinir tim kerja teknis.

Membuat dan menyampaikan laporan data dan jenis perijinan yang dapat
diselesaikan setiap bulan kepada perangkat daerah teknis terkait.
Menyediakan brosur dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis
pelayanan dan persyaratan teknis, mekanisme, penelusuran posisi dokumen
pada saat proses, biaya dan waktu dan tata cara pengaduan, melalui
Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan media cetak dan elektronik
yang mudah diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.

Melakukan penelitian kepuasan masyarakat secara berkala sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional dan pemangku
kepentingan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Membuat dan menyampaikan laporan tertulis pada 3 (tiga) bulan sekali
kepada Gubernur Papua melalui Bupati yang berisi perkembangan proses
pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
penyelenggaraan pelayanan, capaian kerja, kendala yang dihadapi dan

pembiayaan.
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13. Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan bimbingan di bidang pelayanan

perijinan.

14. Melaksanakan tata usaha kantor.

2.2 Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen No. 4 Tahun 2008
tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal pada pasal 111, 112, 113, 114, 115

disebutkan bidang tugas unsur-unsur Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Kepala Kantor

a. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,
membina dan mengendalikan penyusunan dan pengelolaan kebijakan teknis
dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta penerimaan
daerah yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas-tugas lainnya yang
diberikan oleh Bupati.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai
fungst:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal serta penerimaan Daerah yang menjadi kewenangan
Daerah.

2. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan Pelayanan

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal.
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3. Pengelolaan ketatausahaan, koordinasi antar instansi teknis, perijinan dan
non perijinan, pembukuan penerimaan daerah serta pelaporan;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
c. Kepala Kantor Membawahi :
1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan;
3. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan;
4. Seksi Penanaman Modal;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sub Bagian Tata Usaha
a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan dan
menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan
perlengkapan serta rumah tangga kantor, memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal serta melakukan proses administrasi
dalam rangka sosialisasi dan penegakan peraturan perundang-undangan
dibidang Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal,
b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Tata
Usaha mempunyat fungsi :
1. Penyiapan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan
pengelolaan ketatausahaan;
2. Melakukan pembinaan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi
administrasi,surat menyurat, Kkearsipan, kepegawaian, keuangan,

periengkapan dan rumah tangga;
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3. Penyiapan dan penyusunan data dan informasi, dokumentasi serta menyusun
rencana program kerja;

4. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan

. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan mempunyai tugas pokok membantu

Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Informasi

dan Administrasi Perijinan;

. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi

Informasi dan Administrasi Perijinan mempunyai fungsi

1. Penyusunan perencanaan dan pedoman teknis Pelayanan Informasi dan
Administrasi Perijinan;

2. Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Administrasi Perijinan;

3. Pelaksanaan dan pemberian penyuluhan teknis dibidang Pelayanan Perijinan
Terpadu dan Penanaman Modal;

4. Pelaksanaan pendataan terhadap seluruh usaha maupun badan usaha yang
diharuskan mendapat ijin usaha;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

c. Seksi Informasi dan Administrasi Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
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4. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Perijinan

a. Seksi Pelayanan dan Penerbitan Pertjinan mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Kantor dalam rangka penyusunan kebijakan teknis di bidang Pelayanan
dan Penerbitan Perijinan;

b. Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi
Pelayanan Penerbitan Pertjinan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan syarat-syarat prosedur dan tata cara pelayanan penjinan dan
non pertjinan;

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis terkait dan membentuk tim
Verifikasi dan sertifikasi perijinan yang akan diterbitkan maupun yang
sudah diterbitkan;

3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Penerbitan Perijinan dan non perijinan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

5. Seksi Penanaman Medal

a. Seksi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor
dalam rangka penyusunan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal yang
meliputi pemberian perijinan, pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta
kerjasama dibidang Penanaman Modal;

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi
Penanaman Modal mempunyai fungst :

1. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal;
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2. Pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan kebijakan Penanaman
Modal dan pemberian perijinan bagi para investor baik asing maupun
domestik;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Penanaman
Modal dan pemberian perijinan bagi para investor baik asing maupun
domestik;

4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Kantor.

c. Seksi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen.

Bagan Susunan Organisasi Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten

Kantor Pelayanan Perijinan Kepulauan Yapen

Terpadu Dan Penanaman Modal Nomor : 4 Tahun 2008

Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi
dan

TataKerja Perangkat Daerah

Sumber: KPPTPM Kabupaten Kepulauan Yapen, 2016
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Penjelasan :
Kepala Kantor : 1 Orang eselon III
Kepala Sub Bagian : 1 Orang eselon v
Kepala Seksi : 3 Orang eselon v
Tabel 4.5
Perlengkapan/Sarana Prasana
Noofi e Jénis Barang “[:"Keterangan
Bangunan Gedung 1 unit
Ruang Kepala 1 unit
I Ruang Ka. TU 1 unit
’ Ruoang Seksi 3 unit
Ruang Staf 1 unit
Toilet 1 unit
Meja kerja 15 buah
Kursi kerja 30 buah
Komputer (Personal Computer) 4 unit
Komputer (Laptop) 1 vnit
Printer 2 unit
Kendaraan Roda Empat 1 Unit
5 Kendaraan roda dua 2 unit
) AC 4 unit
Televisi 1 unit
Almari Kayu / Besi 4 buah
Meja/Kursi Tamu 1 set
Papan Informasi 3 buah
Kipas Angin 1 unit
Fax 1 unit
2.3. Visi dan Misi

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Kepulauan Yapen perlu menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan
dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal guna mengantisipasi
perkembangan di masa mendatang. Adapun visi dimaksud adalah sebagai berikut

“Terwujudnya Pelayanan Prima bagi Kenyamanan Berusaha”
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Perumusan Penjelasan Visi

Visi Pokok-Pokok Visi | Penjelasan Visi
Terwujudnya Pelayanan Prima Meningkatkan citra aparatur
Pelayanan Prima dan pemerintah dengan
Kenyamanan Berusaha memberikan pelayanan yang

mudah, cepat, aman,
transparan, nyaman, ramah
dan pasti.

Kenyamanan
berusaha

i

Meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam pengurusan
untuk mendapat kepastian
hukum sehingga nyaman
dalam berusaha

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi yang harus

dilaksanakan yairu

investor dan kerjasamapembangunan dunia usaha.

Tabel 4.7

Perumusan Penjelasan Misi

: Meningkatkan kualitas pelayanan;Meningkatkan minat

investor dan kerjasama
pembangunan dunia
usaha

" Pokokpokok Vist | Mist 7 PeujdasanMist
Pelayanan Prima dan | Meningkatkan kualitas | Meningkatkan kaulitas aparatur
Kenyamanan pelayanan pengelola perijinan agar dapat
Berusaha memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan prinsip
pelayanan prima (mudah,
cepat, aman, transparan,
nyaman, ramah dan pasti).
Menibgkatkan minat Penyederhanaan mekanisme

perijinan dengan pelayanan
prima

Meningkatkan sosialisasi
investasi & informasi potensi
daerah

Meningkatkan kecepatan
proses perijinan
Menyiapkan Perda yang
mendukung iklim investasi
Menurunkan jumlah dan
macam-macam pajak yang
membebani investor
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Tabel 4.8
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI Terwu;udnya Pelayanan Prima Dalam Kenyamanan Berusaha
~MISI . TUJUAN & , . SASARAN
1) Menmgkatkan 1) Terwujudnya 1) Penyederhanaan
kualitas pelayanan KPPTPM sebagai mekanisme perijinan
fasilitator Pelayanan dengan sistem
publik yang pelayanan prima
terpercaya
2) Meningkatkan minat | 1) Terwujudnya iklim 1) Meningkatkan
tnvestor dan investasi yang sosialisasi tentang
kerjasama kondusif di Kabupaten investasi dan
pembangunan dunia Kepulauan Yapen informasi potensi
usaha schingga dapat dacrah
| menarik investor
Tabel 4.9
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja
INDIKATOR
TUJUAN SASARAN KINERJA
1) Terwujudnya 1) Penyederhanaan 1) 100% perijinan dapat
KPPTPM sebagai mekanisme perijinan diterbitkan sesuai
fasilitator Pelayanan dengan sistem dengan jumlah
publik yang pelayanan prima perijinan yang
terpercaya mendaftar dengan
catatan berkas
perijinan yang masuk
telah lengkap
persyaratannya
2) Terwujudnya iklim 1) Meningkatkan
investasi yang sosialisasi tentang 1) Adanya peningkatan
kondusif di investasi dan investasi PMA,
Kabupaten Kepulauan informasi potensi PMDN
Yapen sehingga dapat daerah
menarik investor
]

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan  Izin
Mendirikan Bangunan

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implemetasi Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dalam Perspektif Good Governance. Berdasarkan  model

implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, peneliti akan membahas
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empat vanabel dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama di
lapangan. Dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur
Birokrasi. Indiktor ini npantinya menjadi pengukur faktor-faktor yang
mempengarvhi Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Perspektif Good Governance.
a. Komunikasi

Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan,
mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara
jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan
kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi
implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak
jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan
tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan

terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Komunikasi antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok
target groub  (sasaran) sangat diperlukan untuk mencapai suvatu tujuan.
Pemerintah/instansi sebagai pelaksana kebijakan  hendaknya menciptakan
komunikasi yang baik ter- hadap kelompok sasaran (target groub). Komunikasi
antara instansi terkait dalam pengurusan IMB juga sangat diperlukan dalam
mencapai hasil yamg baik, begitu pula dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat aparat hendaknya saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas
yang dimiliki.

b. Sumber Daya

Dalam hal ini sumber daya di klasiikasi kedalam sumber daya manusia, dan
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sumber daya 1nansial yang menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Edward
I (1980) menegaskan bahwa ‘probably the most essential resources in implementing
policy is staf’, dimana sumber daya manusia (staf) harus cukup (jumlah) dan cakap
(keahlian). Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi,
tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang

diperlukan (kompeten dan kapabel).

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik
sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan
walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila
implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak
akan berjalan efektif dan eisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di
kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan
masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat.
Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat
berwujud. sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya

inansial.

Sumber daya menjadi sangat penting dalam svatu organisasi salah sat
subsistem yang terkait erat dan dan merupakan suatu Kkesatuan yang tak
terpisahkan dengan subsistem lainnya baik secara kelembagaan maupun
sarana/prasarana. Dukungan sumber daya aparatur sangat diperlukan untuk
pelaksanaan tugas pemerintah dalam pembangunan pelayanan masyarakat secara
obtimal.

c. Disposisi

Edward III (Subarsono 2010:91) menyebutkan bahwa Disposisi adalah
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watak dan karakteristik yang dimiliki implementor dalam menjalankan sebuah
kebijakan. Implementor akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai
yang diinginkan oleh pembuat kebijakan disaat implementor memiliki disposisi
atau sikap yang baik namun demikian pula sebaliknya.

Wahab (2010) menjelaskan pengertian disposi adalah  “watak dan
karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat
demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat
kebijakan”. Dari pengertian disposisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa
Disposisi merupakan sikap, kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku
kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang sedang diimplementasikan secara
sungguh- sungguh schingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

Sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen,
kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis harus tertanam dalam benap
setiap implementor agar memiliki disposisi yang baik, maka akan dapat
menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan sesuai
dengan yang telah di tetapkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kepulauan
Yapen, Pengawasan bangunan masih belum optimal sehingga salah satu
indikator keberhasilan kebijakan masih belum tercapai, belum ada Standard
Operating Procedures (SOP) yang mengatur pengawasan bangunan . Fungsi darn
SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan
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menimbulkan red-tape, yakm birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian

pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak f1eksibel.

Dari hasil penelitian, prosedur birokrasi yang harus dilalui dalam penerbitan
IMB cenderung panjang dan kompleks. Prosedur yang panjang dan kompleks ini
tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif lama
dalam melewati tahap-tahap tersebut. Untuk mencapai pelaksanaan impiementasi
kebijakan yang efektif seharusnya struktur birokrasi yang dilalui dapat lebih
disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang terlalu lama. Hal tersebut
terlihat dari proses dan tahap- tahap yang harus dilalui dalam pengurusan IMB
untuk mendapatkan pengesahan dari
beberapa pejabat yang berwenang. Aktivitas pelaksana jadi tidak f leksibel dengan
struktur birokrasi yang kaku. Dengan adanya struktur birokrasi yang panjang dan
kompleks ini pula mengharuskan adanya komunikasi yang lebih intensif dan

lebih terkoordinasi.

Dalam implementasi kebijakan struktur organisasi memipunyal peranan
yang cukup penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya
standard operating procedur (SOP). Prosedur yang panjang dan kompleks
tentunya memerlukan sumber daya yang memadai serta waktu yang relatif tama
dalam melewati tahap-tahap tersebut. Untuk mencapai pelaksanaan implementasi
kebijakan yang efektif seharusnya struktur birokrasi yang dilalui dapat lebih

disederhanakan sehingga tidak memakan waktu yang terfatu fama.
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4. Implemnetasi Kebijakan Perda No. 15 Tahun 2012 Tentang IMB Belum
Efektif

Menurut Soerjono Soekanto, “tidak jarang bahwa orang akan
mempersoalkan masalah efektifitas hukum apabila yang dibicarakan adalah
pengaruh hukum terhadap masyarakat. Inti dari pada pengaruh hukum
terhadap masyarakat adalah perilaku masyarakat vyang sesuai dengan
hukum yang berlaku atau yang telah diputuskan. Kalau masyarakat
berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum
maka dapatlah dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah
efektif”.

Dengan kata lain, suatu hukum dikatakan efektif apabila terjadi hukum
tersebut memberikan dampak yang positif atau dengan kata lain hukum
tersebut dapat mencapai sasarannya di dalam membimbing ataupun
merubah  perilaku  manusia  (sehingga menjadi  perilaku  hukum).
Akan tetapi dalam kenyataannya tidaklah sedemikian sederhananya,
karena terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya.

Menurut Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektif
atau tidaknya suatu peraturan hukum tidak efektif dapat ditemukan
dalam kerangka proses pengimplementasiannya oleh para pelaksana baik
lembaga penerap sanksi maupun masyarakat pemegang peran. Dalam hal ini
model bekerjanya peraturan hukum menurut Robert B. Siedmen dapatlah
dijadikan acuan.

Menurut Robert B. Siedmen dalam tulisannya yang berjudul : “Law
and Proverty : Essay on Third World Perspective In Jurisprudence”,

bahwa : “Anggota-anggota masyarakat melakukan tingkah laku bukanlah
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dalam suvatu keadaan yang abstrak. Anggota masyarakat memilih dan
bertindak untuk melakukan tingkah laku tersebut adalah dalam suatu
ruang lingkup dengan pembatasan-pembatasan dari sumber-sumber yang
terdapat di dalam lingkungan mereka itu.

Peraturan-peraturan hukum dan tindakan-tindakan lembaga pelaksana
hukum hanya menetapkan mengenai salah satu segi saja dalam lingkungan
tersebut. Suatu perangkat peraturan hukum hanya akan menimbulkan tingkah
laku bila peraturan hukum itu ditetapkan berdasarkan kehendak sebagai
variabel bebas, sedangkan faktor-faktor lain merupakan kondisi-kondisi. Oleh
karena itu harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa semua unsur-
unsur non hukum yang mempengaruhi pemilihan dan identifikasi

perangkat peraturan hukum merupakan variabel operasional atau sebab.

5. Faktor Peraturan Perundang-Undangan Lemahnya Aspek Sosiologis
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tentang IMB
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen tentang IMB sebagai
suatu bentuk peraturan hukum tertulis dibuat untuk menegakkan perilaku
dalam mendirikan bangunan  hanya dapat berfungsi secara efektif
apabila apabila memenuhi tiga syarat yang menurut Satjipto Rahardjo
adalah:

1. Syarat filosofis, yaitu bahwa hukum dapat memberikan
keadilan bagi masyarakat yang dijadikan sasarannya. Tidak boleh
suatu hukum menimbulkan diskriminasi tehadap beberapa
individu atau kelompok masyarakat tertentu.

2. Syarat yuridis lebih menekankan pada segi kepastiaan
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hukumnya. Kepastian hukum merupakan suatu ukuran/derajat
yang mementukan ketegasan atau kejelasan dari suatu ketentuan
hukum tentang hak dan kewajiban orang/badan hukum (subyek
hukum) dalam kehidupan masyarakat, tentang apa-apa tindakan
yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap
perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya, dan lan-
lain. Adanya kepastian hukum tersebut dapat diukur dari ada atan
tidaknya peraturan hukum itu sendiri serta sinkronisasi
dengan peraturan hukum yang ada di atasnya.

3. Syarat sosiologis, yaitu bahwa suatu hukum dapat berfungsi
apabila norma yang masih bersifat abstrak seperti yang termuat
dalam pasal-pasalnya diimplementasikan oleh para pelaksananya
baitk masyarakat maupun aparat penegak hukumnya.

Dalam kaitanya dengan permasalahan pada tidak efektifnya Peraturan
daerah dalam mendisiplinkan masyarakat untuk memohonkan ijin sebelum
membangun bangunan, ketiga syarat tersebut belum terpenuhi seluruhnya,
khususnya dalam hal ini syarat sosiologis.

Dalam hal syarat sosiologis, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen berkaitan dengan IMB ternyata belum dapat diimplementasikan
dengan baik oleh aparat pelaksananya dan masyaraka kabupaten sukamara itu
sendiri. Penyebab utamanya adalah belum tersosialisasinya perda IMB
tersebut kepada masyarakat dengan jelas dan tegas, hal ini menyebabkan
keragu-raguan masyarakat yang mengajukan IMB baik berkaitan perlu

atau tidaknya serta berkaitan biaya dan prosedur.
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6. Faktor Aparat : Petugas Pelayanan IMB dan Satpol PP sebagai
Lembaga Penegakan Hukum Perda IMB Belum Berfungsi secara
Optimal

Lembaga penegakan hukum (Legal Structure) merupakan salah satu
unsur yang cukup penting terlaksananya upaya penegakan hukum.
Lembaga penegakan hukum tidak hanya berupa lembaga peradilan
(kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) tetapi juga lembaga non peradilan,
tidak juga hanya lembaga penegakan hukum yang represif saja tetapi juga
preventif, dan tidak juga hanya lembaga penerapan sanksi tetapi juga lembaga
pengawasan.

Ketiga lembaga tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing
sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Apabila ketiga tersebut
tidak menjalankan fungsinya dengan baik/sesuai peraturan perundang-
undanagan maka upaya penegakan hukum terhadap Perda IMB tidak
akan berhasil optimal. Dengan kata lain, fungsi lembaga penegak hukum
yang lemah menyebabkan proses implementasi Pemberian IMB menjadi
terganjal. Lemahnya fungsi lembaga penegak hukum Perda disebabkan
oleh beberapa faktor, khususnya faktor aparatnya atau faktor sarana
dan prasarana penunjang berfungsinya lembaga penegak hukum.

1. Faktor aparat penegak hukum

Faktor aparat penegak hukum sangat peting peranannya karena
merekalah yang ditugaskan oleh peraturan perundang-undangan untuk
melakukan tidakan terhada pelanggaran perda IMB. Aparat penegak hukum
yang tidak profesional menyebabkan penegakan hukum tidak mencapai

sasaran. Hal ini dapat diuraikan menurut fungsi lembaga masing-masing.
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a. Satpol PP sebagai aparat penerap sanksi yang kurang profesional
menjadi kendala berfungsinya lembaga penerap sanksi dalam  mendukung
terwujudnya implementasi pemberian IMB. Beberapa tindakan yang kurang
mencerminkan kurangnya profesionaslisme aparat penerap sanksi antara
lain :

¢ Kelambanan dalam’ penjatuhan sanksi

Kelambanan dalam penjatuhan sanksi mengakibatkan efektifitas
sanksi menjadi lemah. Selain itu juga dapat berakibat masyarakat
menjadi tidak percaya sehingga wibawa perda IMB maupun Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai penegaknya mengalami kemerosotan
Beberapa indikator yang menunjukkan kelambanan lembaga penerap sanksi
dalam menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Pelangar Perda  dapat
dilihat dari maraknya kasus pelanggaran yang tidak ditindak.

e Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran akan
dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai
pejabat yang berwenang menghukum agar menjadi jera. Dalam hal ini

bila perlu digunakan teori penghukuman secara absolut yaitu membuat jera

pelaku

Dalam rangka menegakkan Perda IMB maka ketentuan itu sendiri
harus benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen selaku pejabat yang berwenang.
Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama halnya dengan tidak berbuat apa-apa

terhadap pelanggaran yang telah terjadi, sama pula halnya artinya telah
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membiararkan berlangsungnya pelanggaran .

Membiarkan berlangsungnya pelanggaran adalah juga tidak
berdisiplin. Hal ini menjadi faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat
dalam memohon ijin IMB.

b. Lembaga  pengawasan, aparat  pengawas yang kurang
profesional menjadi kendala berfungsinya lembaga Penegak Hukum Perda
dalam mendukung terwujudnya Implementasi Pemberian IMB guna
kesejahteraan masyarakat. Padahal Semua pihak dewasa ini bertekad
untuk menyempurnakan dan lebih mendayagunakan aparatur pemerintah
dan aparatur pembangunan guna menciptkan aparatur yang bersih, berwibawa,
dan berkemampuan “good governance”. Semua pihak juga bertekad untuk
lebih meningkatkan secara lebih terpadu pengawasan dan langkah-langkah
penindakannya. Hal ini mengandung pengertian bahwa masih terdapat
aparatur yang kurang berwibawa, dan kurang berkemampuan serta belum
terpadunya  pengawasan serta belum nyatanya langkah-langkah
penindakannya. Setiap pimpinan semua satuan organisasi pemerintah,
merupakan aparatur negara, abdi negara yang bertindak sebagai aparatur
fungsional pengawasan, sedang di lain pihak (selebihnya) terdapat Pegawai
Negeri Sipil, aparatur negara, abdi negara sebagai kelompok aparat
yang diawasi. Meskipun demikian pada hakikatnya semua Pegawai
Negeri Sipil merupakan pengawas, paling tidak kepada dirinya sendiri,
yang harus mampu mengendalikan diri, mengawasi dii ke arah
pelaksanaan peraturan perundang-undangan umumnya dan peraturan daerah

tentang IMB pada Khususnya. Sebagai aparat fungsional pengawasan,
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sebagal atasan yang masing- masing mempunyai bawahan, maka pertama-tama
harus memahami Perda yang akan ditegakkan. Sebagai atasan
langsung harus mengetahui hal-hal apa yang menurut peraturan perundang-
undangan di larang dan hal apa saja yang wajib dilakukan. Dalam
rangka melaksanakan pengawasan, aparat atasan harus berpedoman pada
ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun
1983  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan. Selama ini upaya
pengawasan terhadap tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil masih
lemah. Adapun faktor penyebabnya antara lain adalah masih kurangnya
peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengawasan terhadap
disiplin Pegawai Negeri Sipil. Di samping itu disebabkan juga karena
pemahaman akan isi materi peraturan Perda yang ditegakkan juga masih
kurang.

Adapun yang disebutkan tadi baru salah satu bentuk pengawasan yaitu
pengawasan fungsional. Lemahnya pengawasan juga disebabkan karena
selama ini fungsi pengawasan melekat belum dipergunakan secara optimal

oleh atasan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kinerja bawahannya.

Ketidakprofesionalan aparat penegak Perda IMB seperti diuraikan di
atas tidak terlepas dari berbagai faktor- faktor yang mempengaruhinya.
Seperti yang dinyatakan oleh  Soerjono  Soekanto  bahwa  “dalam
menjalankan peranannya, aparat penegak hukum terlibat dalam suatu proses
diskresi oleh karena dia harus menyerasikan antara penerapan hukum secara
konsekuen dengan faktor-faktor manusiawi” yang meliputi (tiga), yakni :

raw input, yaitu latar belakang keluarga dan pendidikan; intrumental
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inpui, yang merupakan pengaruh lembaga di mana dia bekerja; serta
environmental input, yakni pengaruh masyarakat luas.

Pengaruh yang tidak serasi dari ketiga faktor tersebut akan
mengakibatkan terjadinya frustasi, konflik, dan kekhawatiran-kekhawatiran
dalam berperan (role performance atau role playing). Keadaan ini akan
mengakibatkan penggunaan defense mechanisme yang dapat berakibat negatif.
Penggunaan defense mechanisme dalam proses diskresi kemungkinan besar
akan mengakibatkan terjadinya hambatan terhadap penegakan hukum yang
fungsional.

Sebagai sauvatu unsur yang sangat menentukan upaya penegakan
hukum Perda, setiap aparat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
Khususnya Satpol PP dituntut mampu menjalankan tugasnya secara
profesional. Sehingga tugasnya untuk menegakkan hukum perda IMB dapat
berjalan secara lancar dan upaya penegakan hukum menjadi lebih efektif.

= Pengaruh latar belakang keluarga dan pendidikan

Kesadaran untuk profesional dalam setiap tindakan hanya dapat
terwujud melalui suatu pembinaan sejak dini yang dimulai dari
keluarga. Begitu juga kesadaran hukum dari aparat juga akan dipengaruhi oleh
proses pembinaan dikeluarganya. Seorang aparat penegak hukum yang kurang
mendapatkan pembinaan keluarga cenderung akan melakukan tindakan-tindak
pelanggaran dalam pelaksanaan tugasnya.

Latar belakang keluarga aparat penegak hukum Perda yang sering
dirundung konflik juga akan membawa pengaruh yang cukup signifikan

bagi pola- pola perilaku atau tindakan-tindakan aparat. Kecenderungan sikap
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yang ditimbulkan adalah sikap emosional dan cenderung mengambil jalan-
jalan kekerasan/sewenang-wenang yang jelas merupakan suatu pelanggaran.

Seperti halnya pengaruh latar belang keluarga, kesadaran
profesionalitas dalam bekerja juga akan sangat dipengaruhi oleh tingat
pendidikan. Seorang yang pendidikannya tinggi pada umumnya lebih
bersikap hati, hati, teliti, cermat, dan cepat dalam mengambil keputusan.
Tingkat pendidikan yang rendah atau mungkin lingkungan pendidikan yang
kurang memenuhi standar kualitas akan menimbulkan dampak pada perilaku
kedisiplinan seseorang. Begitu pula aparat penegak hukum, mereka yang
pada umumnya berpendidikan tinggi lebih cenderung mengambil keputusan
dan tindakan-tindakan yang begitu hati-hati, teliti, dan cermat. Kondisi
pendidikan di Indonesia yang masih beroientasi pada pencapaian prestasi
secara formal (nilai) bukan materiil juga sangat berpengaruh pada tingkat
profesionalitas seseorang, karena pada orang yang hanya mengejar nilai
formal saja dengan menggunakan cara-cara yang negatif (menyontek dan
sebagainya) umumnya lebih menonjolkan sikap ingin dipuji “exhibitionist”
hal ini tentu sangat berpengaruh pada saat orang itu bekerja, dia akan
berusaha untuk menonjolkan sisi-sisi positif terutama jika berhadapan dengan
pimpinan.

¢. Pengaruh lembaga di mana aparat penegak hukum bekerja

Sebagaimana diketahui lembaga di Indonesia saat ini telah dikotori
dengan berbagai perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai hukum
universal yang dianut oleh masyarakt, seperti korupsi, kolusi, nepotisme,

penyalahgunaan  wewenang  dan sebagainya. Dan di antara lembaga-
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lembaga tersebut yang disinyalir menjadi sarangnya adalah aparat.
Kondisi demikian telah mengakar bahkan seolah-olah menjadi budaya yang
sistematik. Dengan demikian wajar apabila sebagian besar aparat
Pemerintah Daerah Kabupaten Kedpulauan Yapen, termasuk aparat yang
berwenang memberikan ijin IMB, juga terkena imbasnya.

Pengaruh lembaga yang membawa dampak negatif pada sikap
aparat pemerintah  daerah Kabupaten Kepulavan Yapen  juga bisa
diakibatkan dari :

- kurangnya pelayanan terhadap tuntutan hak-hak Pegawai
Negeri Sipil terutama mengenai gaji yang layak. Dengan gaji dan
tunjangan yang tidak seimbang dengan beban tugas Pegawai Negeri Sipil
karena disamping itu juga mereka mempunyai tugas-tugas lain seperti
pada umumnya yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hal ini akan
mendorong  mereka  melakukan  praktek-praktek yang tidak disiplin
seperti dengan melakukan pungutan liar dalam permohonan IMB.

- Pengelolaan manajemen administrasi di lingkungan lembaga yang

bersangkutan juga sangat berpengaruh pada kinerja setiap petugas.

- Pengaruh masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat

Pegawai Negeri Sipil pada khususnya

Masih adanya keengganan dari masyarakat luas yang enggan atau
tidak berani memberikan laporan atau keterangan tentang adanya indikasi
penyimpangan (misalnya Pungli) seorang atau beberapa oknum Pegawai
Negeri Sipil akan mengakibatkan pelaksanaan Implementasi Pemberian IMB

menjadi terhambat.
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Begitu pula di lingkungan Pegawai Negeri Sipil masih terdapat
kecenderungan untuk tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang
tentang adanya tindakan penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh teman
sejawatnya karena oknum Pegawai Negeri Sipil yang akan dilaporkan

tersebut pangkatnya lebih tinggi atau telah mengancam/menerornya.

Selain dari faktor-faktor mentalitas /profesionalisme aparat di atas
yang lebih kualitatif, faktor ketersediaan Sumber daya manusia, khususnya
yang mengerti dan memahami hakekat dan prosedur pemberian ijin IMB
juga masih sangat terbatas (faktor kuantitatif aparat penegak hukum)
sehingga banyak Permohonan IMB yang tidak dapat ditangani dengan
cepat dan tepat.

2. Faktor Sarana dan Prasarana Penunjang

Agar fungsi Pemerintah Daerah- Kabupaten Kepulauan Yapen
dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan IMB maka berbagai
macam sarana dan prasarana penunjangnya harus tersedia dengan baik dan
layak, khususnya sarana dan prasarana administratif seperti buku
Panduan, komputer, dan lain-lain masih terbatas. Sehingga dalam
melakukan suatu pelayanan sering mengalami hambatan.

a. Tidak Efektifnya Sanksi bagi Masyarakat yang Melanggar
Perda IMB

Ada kalangan-kalangan tertentu yang berpendapat bahwa salah satu
upaya penting untuk mengusahakan agar hukum itu efektif (jadi
mempunyai dampak hukum positif), adalah dengan menetapkan sanksi.
Sanksi tersebut sebenaranya merupakan suatu rangsangan untuk berbuat atau

tidak berbuat. Kadang- kadang sanksi dirumuskan sebagai suatu
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persetujuan atau penolakan terhadap pola perilaku tertentu dalam masyarakat.
Dengan demikian maka terdapat sanksi yang negatif dan sanksi yang
positif. Secara sempit sanksi negatif berarti suatu hukuman, sedangkan
sanksi yang positif merupakan imbalan (sebagai akibat kepatuhan hukum
tertentu). Di dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan
bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-
sanksi (baik yang positif maupun yang negatif). Akan tetapi faktor utama
yang perlu diperhatikan untuk menentukan apakah sanksi tersebut berperan
di dalam mengefektifkan hukum adalah masalah karakteristik dari sanksi itu
sendiri. Bagaimanakah sanksi itu : apakah sanksinya berupa sanksi berat
atau ringan-ringan saja. Hal yang berkaitan erat dengan itu ialah persepsi
warga masyarakat di dalam menanggung resiko, terutama kalau
melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi yang negatif.
Kalau seseorang warga masyarakat berani menanggung risiko, walaupun
sifatnya spekulatif maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang negatif
tersebut sangat terbatas akibat- akibatnya. Masalah tersebut berhubungan erat
dengan jangka waktu penerapan sanksi negatif tersebut. Kalau sanksi
tersebut segera dijatuhkan maka ada kemungkinan bahwa akibatnya akan
jauh lebih efektif dari pada apabila pelaksanaannya ditunda.

Kelambanan dalam menerapkan sanksi negatif terhadap perilaku
tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sanksi menjadi
tidak efektif. Artinya, warga masyarakat seolah-olah tidak mempercayainya
lagi, sehingga wibawa hukum dan penegakannya akan mengalami

kemerosotan.
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Efektifitas sanksi juga tergantung pada karakteristik orang-orang
yang terkena oleh sanksi tersebut. Hal itu antara lain menyangkut jumlah
orang yang terkena, di mana semakin sedikit orang yang terkena
semakin tinggi juga efektifitasnya. Selain dari itu, maka hal itu juga
tergantung pada kepribadian masing-masing. Ada manusia tertentu
semata-mata untuk memuaskan perasaan saja. Agaknya sulit sekali
mempengaruhi  tingkah lakunya dengan sanksi-sanksi, yang pada
umumnya akan dapat membatasi perilaku orang yang lebih banyak
mempergunakan pikirannya.

Dalam kaitannya dengan upaya menciptakan efektifitas implementasi
Pemberian IMB di Kabupaten Kepulauan Yapen, Perda IMB telah
mengatur beberapa tingkat dan jenis sanksi. Apabila dilihat dari sifatnya
sanksi-sanksi yang diatur dalam perda IMB adalah sanksi-sanksi yang
negatif berupa “Denda” Namun dari segi efektifitasnya ternyata
sanksi-sanski tersebut belum membuat jera para pelaku pelanggar
disiplin atau dengan kata lain sanksi berupa denda belum efektif. Hal ini
disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu :

ePenerapan sanksi berupa denda terhadap pelaku pelanggaran
Perda IMB cenderung lamban dan kurang tegas, kelambanan dalam
penjatuhan  denda mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemabh.

Selain itu juga dapat berakibat masyarakat menjadi tidak percaya
sehingga wibawa hukum maupun penegaknya mengalami kemerosotan
yang dapat memunculkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan

berbagai bentuk pelanggaran Perda IMB untuk mencoba apakah denda
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tersebut benar dikenakan atau malah lepas.

Beberapa indikator yang menunjukkan kelambanan dalam menjatuhkan
pengenaan denda kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda
IMB dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran membangun bangunan
tanpa memiliki IMB oleh masyarakat. Dan pelanggaran tersebut tidak
segera dikenakan denda namun justru yang mengajukan ijin tetapi terlambat
malah dikenai denda dengan segera.

» Penjatuhan denda yang tidak setimpal

Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk  pelanggaran
akan dikenakan hukuman disiplin oleh pemerintah.

Dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat maka ketentuan
itu sendiri harus benar- benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh
oleh pemerintah yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu,
sama halnya dengan tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran yang
telah terjadi, sama pula halnya artinya telah membiararkan berlangsungnya
pelanggaran perda IMB.

Membiarkan berlangsungnya pelanggaran adalah juga tidak berdisiplin.
Hal ini menjadi faktor penyebab menurunnya disiplin masyarakat dalam
mengajukan permohonan IMB. Penegakan peraturan dengan demikian
menjadi kewajiban Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Satuan
Polisi Pamong prajanya,. Bukan kekerasan yang diutamakan, tetapi
ketegasannya, dan sikapnya yang pertama-tama dan yang paling utama sebagai
pelaku dalam penegakan Perda. Adakalanya Pemda merasa “kasihan”

menindak  masyarakat. Bahkan ada yang takut kepada masyarakat
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dianggap tidak populis sebab takut berdampak politis.

Pengenaan hukuman denda haruslah benar atau setimpal dengan
bentuk pelanggarannya, agar supaya dirasakan adil dan dirasakan sebagai
bentuk pembinaan dan mendik. Maklum setiap manusia mempunyai
kelemahan, kekurangan, kekhilafan sebgai bagian yang negatif di dalam
dirinya. Dengan pernyataan hukuman yang setimpal akan menghilangkan
kesan semena-mena, sewenang- wenang dan sesnai dengan tujuan
diadakannya pengenaan denda kepada masyarakat Pelanggar Perda IMB
akan terasa “mendidik” bila tepat dan cepat dijatuhkan dan tepat
hukumannya.

Penjatuhan sanksi yang tidak setimpal juga dapat membuat
masyarakat pelaku pelanggaran Perda IMB menjadi tidak merasa jera.
Kondisi demikian juga akan mendorong munculnya pelanggar-pelanggar
baru karena mereka menganggap hukuman sanksi yang dikenakan masih
belum seberapa misalnya dengan nilai keuntungan yang mereka dapatkan.
Selain itu, dengan denda yang tidak setimpal akan menimbulkan
ketidakpuasan bagi pihak yang merasa dirugikan.

3. Kurangnya Taraf Kesadaran dan Kepatuhan Hukum
Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen Berkaitan Dengan
Kesadaran Mengajukan Permohonan IMB

a. Kurangnya Taraf Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten
Kepulauan Yapen berkaitan dengan Kesadaran mengajukan permohonan
IMB, Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai- nilai yang terdapat di
dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.

Kesadaran hukum merupakan wadah jalinan nilai hukum yang mengendap
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dalam sanubari manusia. Kesadaran hukum sebagai suatu wadah nilai
mempunyai hubungan yang erat dengan perikelakukan manusia oleh karena
: Manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya. Pengalaman
berinteraksi tersebut menghasilkan; Sistem nilai, yaitu konsepsi abstrak
mengenai apa yang buruk dan apa yang baik (wadahnya adalah antara
lain kesadaran hukum. Sistem nilai berpengaruh pada pola pikir manusia
yang kemudian menentukan sikap manusia (yakni kecenderungan untuk
berbuat atau tidak berbuat terhadap sesama, benda atau keadaan tertentu.

Sikap ini kemudian menghasilkan perikelakuan yang kemudian
menjadi pola perikelaknan yang apabila diabstraksikan menjadi norma atau
kaidah yang merupakan patokan tentang perikelakukan yang pantas.

Norma kemudian mengatur interaksi antar manusia. Taraf kesadaran
hukum dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu :

a. Pengetahuan tentang hukum; b. Pemahaman tentang hukum; c.

Sikap terhadap hukum; d. Perilaku hukum.

Pengetahuan tentang hukum diartikan sebagai keadaan di dalam
pikiran seseorang mengenai hukum- hukum tertentu. Orang yang hanya
mengetahui hukum, taraf kesadarn hukumnya paling rendah. Sedangkan
orang yang sudah memahami hukum taraf kesadarannya lebih tinggi
dibandingkan dengan yang disebutkan pertama. Dan begitu seterusnya.

Sebab-sebab  taraf kesadaran hukum masyarakat rendah dapat
dikembalikan pada faktor-faktor sebagai berikut :

a. Taraf sinkronisasi yang rendah dari peraturan perundang-

undangan seperti berupa Perda IMB mengatur tentang sanksi
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hukum yang pasti.

b. Mentalitas yang kurang baik dari masyarakat oleh karena sikap
tindaknya  yang  impulsif dan emosional yang didasarkan
pada didasarkan pada kekayaan  materiil, kekuasaan, kedudukan,
ketenaran

c. Fasilitas pendukung proses hukum yang relatif tidak memadai;
seperti kurangnya kuatnya sanksi Perda IMB yang dikenakan,
belum dioptimalkannya peralatan teknologi informasi dan
komunikasi seperti komputer, internet, dan intranet untuk
memudahkan pengelolaan adaministrasi Pemberian ljin IMB;

d. Membudayanya shame culture dan bukan gult culture;

e. Kecenderungan untuk senantiasa melaksanakan

f. Lebih mementingkan kelaziman dari pada kebenaran.

b. Taraf Kepatuhan Hukum Masyarakat

Kepatuhan hukum merupakan suatu  bentuk perifaku hukum

hasil manifestasi kesadaran hukum. Adapun taraf kepatuhan hukum
adalah relatif, karena seorang patuh bisa disebabkan karena :

a. Rasa takut pada sanksi negatif sebagai akibat melanggar

hukum;

b. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan
lingkungan;

c. Ada keinginan kuat untuk memelihara hubungan baik dengan

penguasa;

d. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut; atau
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e. Sebagian besar dari kepentingan-kepentingan  di jamin dan
dilindungi oleh hukum.
4. Upaya-Upaya untuk Mengoptimalkan Implementasi Pemberian Ijin

Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen

1. Peningkatan Pengawasan Sebagai Instrumen Kendali
Disiplin Aparat Pelayanan Permohonan IMB Kabupaten
Kepulauan Yapen

Instrumen kendali disiplin Pegawai adalah sarana lain di samping

peraturan perundang-undangan, sebagai sarana yang nyata dalam bentuk
catatan, laporan prestasi kerja, daftar absensi, dan sebagainya termasuk
daftar pekerjaan yang sudah dan belum selesai dikerjakan (sebagai contoh :
pekerjaan Pelayanan permohonan Ijin IMB) yang sesungguhnya dapat
dijadikan alat bantu oleh setiap atasan dan atau pejabat yang berwenang
untuk setiap saat digunakan untuk mengetahui kedisiplinan Pegawai
Pegawai Pegawai (bawahannya). Apabila instrumen tersebut diterapkan dan
dipergunakan oleh para pejabat atasan untuk mengetahui sikap atau tingkah
laku, akan berguna bagi atasan untuk mengetahui hasil kerja atau presatasi
anak buahnya. Apabila instrumen ini digunakan maka perjabat atasan
memang seharusnya diwajibkan melaksanakan pengawasan melekat
mempunyai alat bantu yang akan mempermudah baginya dalam hendak
melaksanakan tindakan terhadap anak buahnya.

Sebagaimana diketahui tak mungkin bagai para atasan untuk merekam

semua tingkah laku dari semua anak buahnya, secara terus menerus, selama

ia menjadi pimpinan.
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2. Penerapan Pola Pembinaan Yang Tepat Dan Berdaya
Guna Dengan Pendisiplinan Yang Manusiawi Dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Permohonan IMB
Kepada Masyarakat
Mengulur-ulur waktu kerja adalah pelanggaran. Pelanggaran memang
harus ditindak. Membiarkan terjadinya pelanggaran adalah juga merupakan
pelanggaran. Namun adalah sangat bijaksana apabila penindakan yang
dilakukan haruslah memperhatikan hal- hal berikut :
a. dilakukan secara objektif, mempertimbangkan motivasi pelanggaran
yang telah dilakukan;
b. harus dapat menunjukkan kesalahan dan kekeliruan atau
kekhilafan yang telah diperbuat;
c. harus dapat menunjukkan ketentuan yang berlaku yang telah
dilanggar;
d. hukuman vyang dikenakan harus setimpal dengan kesalahan
yang diperbuat sehingga dirasakan adil;
e. teknik pendisiplinan tidak merendahkan martabat seseorang di
mata Pegawai Pegawai Pegawai yang lainnya;
f. tindakan disiplin haruslah bersifat mendidik dan untuk
memperbaiki;
g. tindakan disiplin dilakukan dalam suasana yang tidak emosional.
Lebih lanjut arti manusiawi secara ringkas menurut penulis dapat
dicapai apabila usaha pendisiplinan tersebut di samping menggunakan akal
pikiran juga harus memperhatikan perasaan. Hanya saja dalam hal ini harus
tetap terjadi keseimbangan, jangan sampai perasaan terlampau menguasai,

sebab bilamana hal ini terjadi akan terlampau emosional, dan penindakan
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menjadl lemah. Menyadari pelanggar disiplin adalah Pegawai Negeri Sipil
maka dituntut kemahiran teknik pemeriksaan. Bagaimana dengan kemahiran
Pemeriksa permasalahan pelanggaran terungkap, dengan tutur bahasa yang
enak, kata-kata yang lemah Ilembut. Pemeriksaan dengan kekerasan
merupakan upaya yang sia-sia. Hal ini juga menunjukkan ketidakmahiran si

pemeriksa di samping menunjukkan pula rendahnya martabat si pemeriksa

itu sendiri

3. Keteladanan Pimpinan dalam Menyegerakan Melayani
Pemohon IMB

Kedisiplinan merupakan hal yang sangat mutlak bagi kehidupan
Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut dikarenakan PNS sebagai pemerintah
yang wajib dijadikan panutan bagi masyarakat luas, artinya bahwa pemerintah
sebagai pemimpin masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara.
Terlebih bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
yang menangani Pemberian [jin IMB hal itu sangat penting, keteladanan
pimpinan dalam melakukan supervisi dan menyelesaikan semua pekerjaan
dibidangnya akan memacu anak buah untuk segera mengerjakan
pekerjaannya, termasuk diantaranya adalah memberikan Ijin IMB bagi
masyarakat Kepulauan Yapen. Terciptanya kedisiplinan dalam tubuh PNS

tidak dapat terlepas dari peran pemimpin.

Pemimpin yang dapat memberikan contoh bedisiplin  sehari-hari
adak dapat dijadikan sebagai sauri tauladan bagi bawahannya. Hal im di
tegaskan lagi oleh Imam Munawir tentang pentingnya kepemimpinan yang
dapat dijadikan tauladan, beliau menyatakan bahwa pemimpin adalah pangkal

utama dan pertama penyebab daripada kegiatan, proses atau kesediaan
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untuk merubah pandangan atau sikap (mental, fisik) daripada kelompok

orang-orang baik dalam organisasi formal maupun informal.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagai berikut :

1. Implemntast kebijakan pelayanan lzin Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (KPPT-
PM) di Kabupaten Kepulanan Yapen belum dapat terlaksana secara
obtimal, hal 1nm dikarenakan adanya faktor- faktor yang disinyalir
mempengaruhi proses implementasi diantaranya faktor komunikasi,
sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi

2. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen pada kenyataannya masi
banyak yang belum memiliki IMB untuk bangunan mereka, khususnya
perumahan. Pelayanan permohonan izin mendirikan bangunan (IMB)
selama ini dirasakan masih sangat kurang, proses penerbitan IMB yang
dirasakan pemohon cukup lama dan tidak sesuai dengan Standart
Operating Prosedur (SOP). Kurangnya kesadaran hukum untuk
mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang berlaku
mengenai IMB ini masih sangat terlihat, tidak hanya masyarakat namun
Dinas atau lembaga terkaitpun belum memaksimalkan pengadaan

penerbitan untuk kepemilikan IMB itu sendiri.
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Perda Nomor 15 tahun 2012 Tentang IMB saat ini masih belum
terealisasi secara maksimal, selain karena masih banyak bangunan
khusunya perumahan yang belum, memiliki IMB juga mengenai sanksi-
sanksi yang dijelaskan pada Perda tersebut belum sepenuhnya

dilaksanakan seperti sangksi administrasi.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka saran dapat ditarik beberapa saran dan masukan:

. 1. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini instansi terkait agar senantiasa
melakukan sosialisasi secara insentif agar dapat meningkatkan pemahaman
di masyarakat tentang manfaat dari kebijakan izin mendirikan bangunan
disatu sisi sedangkan disisi yang lain pemerintah juga dituntuk untuk
mengunakan media yang memadai agar isi  dart  kebijakan bisa
tersampaikan secara utuh kepada semua pihak.

2. Diharapkan agar pemerintah dapat meningkatkan komunikasi serta kerja-
sama antara instansi-instansi terkait dalam melaksanakan tugas serta
tanggungjawabnya sehingga implementasi kebijakan tentang IMB di
berjalan secara optimal sesuai dengn harapan publik.

3. Diharapkan agar pemerintah daerah lebih meningkatkan pengawasan terkait
dengan bangunan-bangunan yang tidak memiliki izin membangun yang
ada dan lebih tegas dalam menjalankan aturan yang telah ada, dan
membuat Standard Operating Procedures (SOP) agar menjadi pedoman

bagi setiap implementor dalam bertindak dilapangan.
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KUISIONER

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN

II.

Il

MODAL KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pengantar Isian Kuisioner

Bapak/lbu yang terhormat, Saya akan mengadakan survey peneltian
untuk megetahui Implementasi Kebijakan Perda No.15 Tahun 2012
Tentang IMB. Partisipasi Anda adalah sukarela. Apakah anda setuju
untuk berpartisipasi dalam survei ini?

Responden setuju untuk diwawancara [}

Responden tidak setuju [ ] Wawancara Selesai

Identitas Responden
1. Umur L eeerere e tee e te st eeene e

2. Jems Kelamin e
3. Pendidikan D tereeeeereeteeere e e e et e s et eenne e
4. Jabatan L eeeeree et e s e ee s
5. Alamat L et e i ae et re s n et ente e

Implementasi Kebijakan Perda Nomor 15 Tahun 2012
1. Apakah saudara mengetahui tentang Perda No. 15 Tahun 2012
tentang IMB?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui, alasannya :

.............................................................................................

2. Dari mana saudara mengetahui tentang Perda No.15 Tahun 2012
tentang IMB?
a. Infoormasi lisan dan tertulis dari atasan
b. Melalui Sosilaisasi
¢. Mencari sendiri informasi tersebut
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3. Apakah saundara mengetahui maksut dan tujuan adanya Perda
No.15 Tahun 2012 tentang IMB?
a. Mengetahu
b. Tidak Mengetahui, alasannya :

......................................................................................................

4. Apakah saudara mengetahui dampak dan sangsi yang diberikan
apabila tidak mentaati Perda No. 15 Tahun 2012 tentang IMB?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui, alasannya -

......................................................................................................

................................................................................................

5. Dalam rangka mengetabui dampak implementasi Perda No.i5
Tahun 2012 Apakah ada monitoring dari atasan?
a. Ada
b. Tidak ada

6. Apakah ada informasi penyebar luasan informasi Perda No. 15
Tahun 2012 melalui sosisalisasi ?
a. Ada
b. Tidak ada

Izin Mendirikan Bangunan

1. Apakah anda mengetahui tentang IMB?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui, alasannya :

......................................................................................................

...............................................................................................

2. Jika anda mengetahui tentang IMB, apakah anda mengetahui
prosedur pengurusannya ?
a. Mengetahui
b. Tidak Mengetahui, alasannya :

......................................................................................................

...............................................................................................

3. Dalam pengurusan IMB apakah memerlukan waktu yang cukup
lama, dan berbelit-belit?
a. Ya
b. Tidak
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4. Menurut saudara apakah mengurus IMB itu penting?
a. Penting
b. Tidak penting

5. Dalam mengurus IMB berapa hari biasanya ?
a. Satu hari
b. Dua hari
c. Lebih dari dua hari

6. Dalam mengurus IMB apakah ada biaya tambahan, selain dari
biaya yang sudah ditentukan?
a. Ada
b. Tidak ada

7. Saat anda mengurus IMB apakah mendapatkan pelayanan yang
memuaskan dari pihak terkait?
a. Ya
b. Tidak

8. Saat anda mengurus IMB apakah ada komunikasi yang efektif dari

petugas?
a. Ya
b. Tidak

9. Menurut saudara apakah kualitas SDM sudah cukup efektif di
kantor IMB?
a. Sudah
b. Belum

10. Menurut saudara apakah sudah maksimal mengenai pengawasan
bangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen?

a. Belum
b. Sudah
Y. Penutup

Demikian akhir dari kuisioner ini, terimakasih atas jawaban yang Bapak
Ibu Berikan.
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BUPATI KEPULAUAN YAPEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu
sumber penerimaan daerah yang potensial dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
guna menunjang tugas pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;

b. bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf a Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai salah
satu jenis retribusi Kabupaten ;

c. bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
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Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan  Propinsi Irian Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
135, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-udang Nomor 35 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
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tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008
tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen
Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4857)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 694);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
YAPEN
dan
BUPATI KEPULAUAN YAPEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN

MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Yapen;
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah ;

. Bupati ialah Bupati Kepulauan Yapen;

4. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal Kabupaten Kepulauan Yapen ;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan adalah Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen ;
Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Kepulauan Yapen ;

Kepala Badan Lingkungan Hidup adalah Kepala Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen ;

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen ;

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang

tidak melakukan wusaha yang meliputi perseroan terbatas,
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perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,
firma,kongsi, koperasi dana pension, persekutuan, kumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya ;

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu  Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan;

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah
izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi
atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan
agar disain untuk mendirikan suatu bangunan sesuai dengan
Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan
(KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat
keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut;

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut
retribusi, adalah pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan
Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau
badan termasuk merubah bangun;

Bangunan adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan
yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan
gedung tersebut ;

Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mendirtkan bangunan
seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali,
menimbun, meratakan tanah, merubah bangunan dan kegiatan

yang berhubungan dengan pekerjaan mendirikan bangunan ;
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Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti atau menambah
yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan
dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut;
Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian
atau seluruh bagian bangunan di tinjau dari fungsi bangunan dan
konstruksi;

Jalan adalah yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik dari jarak
tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, as pagar yang
merupakan batas kapling atau pekarangan yang boleh dan yang
tidak boleh dibangun;

Jalan kolektor primer adalah jalan dengan garis sempadan
bangunan dari as jalan ke kritis bangunan terdepan 15 meter dari
as jalan ke pagar 7 meter ;

Jalan Kolektor sekunder adalah jalan dengan garis sempadan
bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdepan 10 meter dari
as ke pagar 7 meter;

Jalan Lokal primer adalah jalan yang dengan garis sempadan
bangunan dari as jalan kritis bangunan terdepan 9 meter dari as
jalan ke pagar 7 meter;

Jalan Lokal sekunder adalah jalan dengan garis sempandan
bangunan dari as jalan ke tritis bangunan terdepan 7 meter dari
as jalan ke pagar 6 meter;

Koefisien Dasar bangunan (KDB) adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas
kapling / pekarangan;

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas
perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas

kapling/ pekarangan;
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Koefisien Bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari
permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan
tersebut;

Pagar Pekarangan adalah suatu pagar yang dikonstruksikan
sementara untuk membatasi persil;

Pagar Bangunan adalah suatu pagar dikonstruksikan sementara
untuk membatasi dan memberikan pengamanan tempat pekerjaan
atau lingkungan sekitarnya;

Teras adalah bagian lantai bangunan bersifat tambahan yang tidak
dibatasi oleh dinding sebagaimana ruang tertutup;

Persil adalah perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup
rencana kota atau rencana kawasan kota atau jika sebagian masih
belum ditetapkan macam perpetakannya yang menurut
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipertimbangkan untuk
mendirikan suatu bangunan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
pokok retribusi;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib
retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi
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yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang
ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terutang, atau tidak seharusnya terutang;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD,SKRDKB, SKRDKBT dan SKRDN atau
terhadap pemotongan atau pemungutan untuk pihak ketiga yang
diajukan oleh wajib retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
retribusi daerah;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri
sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkannya.
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran

atas pemberian izin mendirikan bangunan
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Pasal 3

(1) Obyek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu
bangunan ;

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi
kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan
pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis
bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan
koefisien type bangunan, koefisien guna bangunan, Koefisien kelas
jalan Koefisien tingkat bangunan, koefisien luas bangunan dan
harga dasar satuan bangunan yang berlaku, dan pengawasan
penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka
memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan
tersebut

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau

Pemerintah Daerah

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
IMB
BAB 111
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi IMB digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.
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BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB diukur dengan rumus yang
didasarkan pada hasil perkalian koefisien type bangunan,
koefisien guna bangunan, Koefisien kelas jalan, Koefisien tingkat
bangunan, koefisien luas bangunan dan harga dasar satuan

bangunan yang berlaku sesuai dengan rumus sebagai berikut :

T=PrxLxLtxH

Keterangan :

T = Tingkat Penggunaan Jasa

Pr. = Perkalian antara Koefisien Type Bangunan, Koefisien
Guna Bangunan dan Koefisien Tingkat Bangunan

L = Koefisien Luas Bangunan

Lt = Koefisien Kelas Jalan

H = Harga Dasar Satuan bangunan

(2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot

sebagai berikut:

a. Koefisien Type Bangunan
No TYPE BANGUNAN KOEFISIEN
1 | Permanen dengan dinding satu batu atau lebih 1,25

dengan konstruksi beton baja.

2 | Permanen dengan dinding kurang 1 bata 1,00
dengan Kontruksi beton baja

3 | Permanen dengan dinding 0,50 batu tanpa 0,75
kontruksi beton.

4 | Semi permanen dengan dinding papan 0,50
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No GUNA BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Bangunan Perdagangan dan jasa 1,40
2. | Bangunan Perindustrian/gudang 1,20
3. | Bangunan Perumahan 1,00
4. | Bangunan Kelembagaan 0,80
5. | Bangunan Pendidikan 0,60
6. } Bangunan Campuran 1,50 X koefisien induk
7. | Bangunan Umum dan Sosial 0,50
c. Koefisien Kelas Jalan
No KELAS JALAN KOEFISIEN
1 {Jalan Arteri 1,25
2 | Jalan Lokal Primer 1,10
3 | Jalan Kolektor Sekunder 1,10
4 | Jalan Lingkungan l 0,50
d. Koefisien Tingkat Bangunan
No TINGKAT BANGUNAN KOEFISIEN
1 | Bangunan 1 lantai 1,00
2 { Bangunan 2 lantai 0.90
3 | Bangunan 3 lantai 0,80
4 | Bangunan 4 lantai 0,70
S5 | Bangunan 5 lantai 0,60
e. Koefisien Luas Bangunan
No KOEFISIEN LUAS BANGUNAN KOEFISIEN
1. | Bangunan dengan Luas s/d 100 M? 1.00
2. | Bangunan dengan Luas s/d 250 M2 1,50
3. | Bangunan dengan Luas s/d 500 M= 2,50
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Bangunan dengan Luas s/d 1000 M2
5. | Bangunan dengan Luas s/d 2000 M?
Bangunan dengan Luas s/d 3000 M2

7. | Bangunan dengan Luas diatas 3000 M2

L

3,50
4,00
4,50
5,00

(3) Besarnya harga dasar satuan bangunan yang berlaku ditetapkan

dengan Peraturan Bupati

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada

tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya

penyelenggaraan pemberian ijin ;

(2) Biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi biaya

pendaftaran dan proses berkas (administrasi), pemberian advis

peruntukan bangunan, pemeriksaan/pengukuran bangunan,

pengecekan lokasi dan biaya transportasi

pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

rangka

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Bangunan industri sebesar 2 % (dua persen) ;
b. Bangunan gudang sebesar 2 % {dua persen);

c. Bangunan sosial sebesar 1 % (satu persen) ;
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d. Bangunan dan jasa sebesar 1,75 % (satu koma tujuh lima

persen);

e. Bangunan tempat tinggal sebesar 1,50 % (satu koma lima

puluh persenj ;

f. Bangunan Pendidikan sebesar 1 % (satu persen) ;
g. Bangunan kelembagaan sebesar 1 % (satu persen) ;
h. Bangunan Campuran sebesar 1 % (satu persen) ;

-
.

Bangunan khusus sebesar 1 % (satu persen).
(2) Retribusi terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dengan Tingkat Penggunaan Jasa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 9

Setiap orang atau badan vang mendirikan bangunan, baik bangunan

baru, merubah bangunan, maupun bangunan balik nama wajib

memiliki IMB

BAB VIII
TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MENDIRIKAN
BANGUNAN
Pasal 10

(1) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pasal 9 harus
mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kantor dengan
dilampiri persyaratan sebagai berikut :

a. Rekomendasi dari Kepala Kampung / Lurah / Distrik ;
b. Foto copy sertifikat tanah ;
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c. Foto copy RAB dan gambar yang telah disahkan oleh Kepala
Dinas Pekerjaan Umum ;
d. Foto copy NPWPD atau NPWP ;
e. Rekomendasi dari Kepala BAPPEDA;
f. Rekomendast dari Kepala Badan Lingkungan Hidup bagi
bangunan yang diperuntukkan perdagangan jasa dan industri;
g. Foto copy bukti pembayaran PBB atau surat keterangan PBB
bagi yang belum memiliki ;
h. SITU (Surat ijin tempat usaha} bagi pemohon yang berbadan
hukum
Pasal 11
IMB dapat diberikan kepada perorangan atau badan setelah melunasi
pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan
Daerah ini.
BAB IX
KETENTUAN GARIS SEMPADAN
Pasal 12
Garis sempadan jalan ditentukan sebagai berikut :
Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 m
Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dart 20 m
Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 m
Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 m
Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 m
Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 m

A T o e

BAB X
KLASIFIKASI GUNA BANGUNAN
Paragraf 1
Bangunan Umum
Pasal 13
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Yang termasuk bangunan umum/sosial adalah:

a. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk
tempat peribadatan, kesenian, olah raga atau penjamuan dan
sejenisnya;

b. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk
tempat perpindahan jasa transportasi/angkutan umum.

c. Bangunan tempat pertemuan umum yang dipergunakan untuk
tempat rekreasi

Pasal 14

Setiap bangunan umum/sosial apabila tidak ditentukan lain dapat
dibangun dengan KDB sebesar 60 %.
Pasal 15

Setiap bangunan umum/sosial apabila tidak ditentukan lain
ditentukan jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sama
dengan bangunan dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter.

Paragraf 2
Bangunan Perdagangan Dan Jasa
Pasal 16
Bangunan perdagangan dan jasa adalah suatu bangunan yang berdiri
sendiri atau berderet -deret yang dipergunakan untuk :
a. Tempat dilakukan transaksi barang dan atau jasa;

b. Tempat penyimpanan barang dalam jumlah banyak.

Pasal 17
Setiap bangunan Perdagangan dan jasa apabila tidak ditentukan lain
dapat di bangun dengan KDB 80 %.
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Pasal 18

Setiap bangunan Perdagangan dan jasa harus memiliki pintu bahaya
dengan ketentuan sedemikian rupa sehingga mampu mengosongkan

ruang atau bangunan tidak lebih dari 7 (tujuh) menit.

Pasal 19

Bangunan pendidikan apabila tidak ditentukan lain, dapat dibangun
dengan KDB tidak melebihi 60 % .

Pasal 20

Setiap bangunan pendidikan apabila tidak ditentukan lain harus
mempunyai jarak bangunan dengan bangunan sekitarnya sama

dengan tinggi bangunan atau sekurang-kurangnya (lima) meter.
Pasal 21

Setiap Bangunan Pendidikan harus memperhitungkan lebar pintu
keluar halaman atau keluar ruang sedemikian rupa sehingga apabila
terjadi bahaya mampu mengosongkan ruang atau bangunan secepat
mungkin.

Pasal 22

Yang termasuk Bangunan Industri adalah :
a. Semua bangunan tempat dilakukan pengolahan bahan mentah
menjadi bahan setengah jadi dan atau bahan setengah jadi

menjadi barang jadi dalam jumlah banyak;
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b. Semua bangunan tempat penyimpanan barang atau hasil
perkebunan/pertanian dalam jumlah banyak atau terbatas ;
c. Semua bangunan tempat pembangkit tenaga atau penyalur tenaga

atau pembagi tenaga.
Pasal 23

Apabila tidak ditentukan lain, setiap bangunan industri dapat
dibangun dengan KDB tidak melebihi 40 % dari luas lahan.

Pasal 24

Setiap bangunan industri atau komplek bangunan industri harus
mempunyai jarak bangunan dengan bangunan lain di sekitarnya
sama dengan tinggi bangunan atau sekurang-kurangnya 6 (enam)

meter.
Pasal 25

Setiap bangunan Industri harus di lengkapi sarana untuk diberi
petunjuk tentang besarnya tingkat bahaya terhadap ancaman jiwa

secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 26
Sistem pembuangan bahan sisa harus tidak mengakibatkan
pencemaran lingkungan dan atau tidak merusak keseimbangan

lingkungan.
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Paragraf 5
Bangunan Kelembagaan
Pasal 27

Yang termasuk bangunan kelembagaan adalah semua bangunan yang
di adakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan urusan

perkantoran, bidang kesehatan, perawatan sosial dan telekomunikasi.

Pasal 28

Bangunan Kelembagaan harus mempunyai jarak bangunan dengan
bangunan sekitarnya sama dengan tinggi bangunan atau sekurang-
kurangnya 6 (enam) meter.

Pasal 29

Setiap bangunan kelembagaan apabila tidak ditentukan dapat
dibangun dengan KDB tidak melebihi 60 % dari lahan.

Pasal 30

Setiap bangunan kelembagaan secara tradisional dan estetika

hendaknya mencerminkan sosial budaya setempat.

Paragraf 6
Bangunan Perumahan
Pasal 31

Yang temasuk bangunan Perumahan adalah semua bangunan yang

digunakan untuk rumah tinggal :
a. Tunggal;
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b. Kopel;

C. Susun;
Bedeng;
e. Komplek Perumahan pemukiman

Pasal 32

Setiap bangunan Perumahan apabila tidak ditentukan lain, harus
mempunyai jarak bangunan dengan sekitarnya sekurang-kurangnya
3 (tiga) meter.

Pasal 33

Setiap bangunan perumahan apabila tidak ditentukan lain, dapat
dibangun dengan KDB tidak melebihi 70 % dari luas lahan.

Pasal 34

Bangunan perumahan secara fungsional dan estetika hendaknya
cenderung mencerminkan perwujudan pada segi budaya setempat

namun tidak meninggalkan segi efisiensi.
Pasal 35

Bangunan Perumahan yang pembangunannya dilakukan oleh
perorangan atau oleh suatu badan hukum/yayasan dalam jumlah
banyak harus memperhatikan fasilitas lingkungan secara layak yang
disahkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
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Paragraf 7
Bangunan Campuran
Pasal 36

Yang termasuk bangunan campuran adalah bangunan dengan status
induk :
a. Bangunan rumah tinggal di tambah dengan :
- Perdagangan dan jasa atau;
- Industri (ringan, kerajinan) atau;
- Kelembagaan ;
b. Bangunan umum di tambah dengan :
- Perdagangan dan jasa atau;
- Kelembagaan.
c. Bangunan Industri ditambah dengan :
- Perdagangan dan jasa atau;
- Kelembagaan.
d. Bangunan kelembagaan ditambah dengan perdagangan dan jasa;
e. Bangunan Pendidikan ditambah bangunan umum atau perniagaan

atau kelembagaan.

Pasal 37

(1) Semua bangunan campuran diatur menurut status induknya
ditambah status tambahannya yang kemudian menyesuaikan
dengan status induknya bukan sebaliknya ;

(2) Bangunan tambahan yang dimaksud ayat (1) pasal ini luasnya
tidak boleh lebih besar dari bangunan induknya;

(3) Status tambahan tidak dibenarkan diubah tanpa IMB

Paragraf 8
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Bangunan Khusus
Pasal 38

Bangunan khusus adalah semua bangunan milik Départemen
Pertahanan dan Keamanan (HANKAM) dan atau bangunan milik
Pemerintah yang bersifat rahasia yang telah diatur tersendiri.

Pasal 39

Pemeriksaan terhadap bangunan khusus sebagaimana dimaksud pasal
38 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh satuan tugas yang ditetapkan
oleh Bupati.
BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 40

Wilayah pemungutan adalah Daerah.

BAB X1I
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 41

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 42

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.
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BAB XIII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 43

(1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.

(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib
retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 44

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa karcis dan kupon.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
BAB XV
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 45

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
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dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran

Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi
yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan

penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 46

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.
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BAB XV1

TATACARA PENAGIHAN
Pasal 47
(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Pejabat dapat

menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tertentu tidak membayar
Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 48

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau
pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib
Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu

tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
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(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 49
(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan

Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya

Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang

diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 50

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan
pembayaran Retribusi dengan ditambah imbalan bunga sebesar

2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
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BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak  diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan

(3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

memberikan keputusan.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu

paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu

utang Retribusi tersebut.

(6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan

setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga
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sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan pembayaran Retribusi.

(8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Bupati.
BAB XIX
KEDALUWARSA

Pasal 52

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan

belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
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permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat

dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah

kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
PEMERIKSAAN
Pasal 54
(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka

melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna

kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi

diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB XXI
PEMANFAATAN
Pasal 55

(1) Hasil penerimaan Retribusi merupakan pendapatan daerah yang
harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai

kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberian IMB.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XXII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 56
(1) Pelaksanaan Perijinan dilakukan oleh Kantor
(2) Kantor dalam pengelolaan ijin diwajibkan berkoordinasi dengan
instansi teknis
(3) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXI11
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 57

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi

insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada

peraturan perundang-undangan.
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BAB XXIV
PENYIDIKAN
Pasal 58
(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

g. Menyuruh  berhenti, dan atau melarang  seseorang
meningggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana

retribusi daerah ;
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i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi ;

}- Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1} memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

BAB XXV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 59

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali
jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan Negara.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60
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(1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah Ini, maka semua
Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksana Retribusi Ijin

Mendirikan Bangunan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

Pasal 61
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Ditetapkan di SERUI
pada tanggal 6 Februari
2012

Pj. BUPATI KEPULAUAN
YAPEN,

YAN PIETER AYORBABA

Diundangkandi SERUI
pada tanggal 6 Februar 2012

Pih. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
ASISTEN PEMERINTAHAN,

HENGKI WORUMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2012
NOMOR 15
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI 12ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

LUMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka salah satu upaya
mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah,
khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu
ditingkatkan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian
pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan
perekonomian di Daerah, diperlukan penyediaan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya
peningkatan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain
dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan dan
penyesuaian kembali Peraturan Daerah mengenai Retribusi Ijin

Mendirikan Bangunan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3
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Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18
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Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25
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